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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah diuraikan dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Penegakan hukum terhadap  pengguna telepon genggam saat berkendara 
di D.I.Y belum terlaksana dan keadaan itu masih menjadi keprihatinan dan 
keresahan masyarakat karena penindakan yang dilakukan hanya  teguran 
lisan. Larangan pengunaan ponsel saat berkendara sampai saat ini belum 
diterapkan. Hal ini dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan 
bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelepon, 
menggunakan whatsapp, line, transportasi online maupun mengirim pesan 
singkat/Short Message Service (SMS), dan sampai saat ini Polantas di 
Kabupaten Sleman belum mengambil penindakan dengan tilang bagi 
pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat 
berkendara. 
2. Kendala yang dialami aparat penegak hukum terhadap pelaku tindak 
pidana penggunaan telepon genggam saat berkendara yaitu : 
a. Faktor Masyarakat  
Masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara 
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 
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1) Faktor ketidakpatuhan masyarakat. 
2) Faktor ketidakisiplinan masyarakat. 
Sepanjang yang diketahui penulis belum ada juklak yang dikeluarkan oleh 
pihak Kepolisian sebagai petunjuk pelaksana Undang-Undang No. 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga polisi lalu 
lintas belum melaksanakan penindakan dengan tilang sampai saat ini. 
b. Faktor Penegak Hukum   
Polisi lalu lintas sebagai aparat penegak hukum yang tidak tegas dalam 
melakukan penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang lalu 
lintas dan angkutan jalan. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis mengajukan saran 
sebagai berikut : 
1. Polisi seharusnya berani menindak karena sudah mempunyai dasar 
hukum yang terdapat pada Penjelasan atas Undang-undang  No 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lalintas dan Angkutan Jalan pasal 106 
ayat (1) Jo Penjelasan Pasal 106 ayat (1). Larangan menggunakan 
ponsel saat berkendara hendaknya diterapkan secara efektif dalam 
hal ini dengan cara melakukan penindakan dengan tilang yang 
dilakukan oleh Polantas kepada pengendara yang melanggar aturan 
tersebut, sehingga memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak 
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mengulangi perbuatan itu lagi dan agar pelanggaran lalu lintas 
seperti ini terminimalisir ditengah masyarakat dan mencegah 
terjadinya kecelakaan lalu lintas. 
2. Setiap pengendara, apabila ingin menerima telepon atau membalas 
pesan singkat Short Message Service (SMS), menggunakan 
whatsapp, line, transportasi online, sebaiknya berhenti dan 
menepilah ke pinggir jalan atau matikan ringtone ponsel pada saat 
mengemudi sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat 
mengemudi, hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri 
maupun pengguna jalan lainnya. 
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